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ABSTRAK

Meningkatnya angka perceraian di Indonesia mencerminkan perlunya
kajian mendalam tentang solusi efektif dalam penyelesaian sengketa perkawinan.
Di kalangan masyarakat Batak Angkola di Padang Lawas Utara, mediasi dalam
sengketa perkawinan sering dilakukan melalui pranata tutur, sebuah lembaga adat
yang dianggap lebih efektif daripada penyelesaian melalui proses litigasi di
pengadilan. Kepercayaan yang kuat terhadap nilai-nilai tradisional dan pentingnya
menjaga martabat keluarga menjadi alasan utama masyarakat Batak Angkola
memilih pranata tutur sebagai cara untuk menyelesaikan konflik. Penelitian ini
bertujuan untuk: 1) memahami alasan masyarakat Batak Angkola tetap
mempertahankan mediasi pranata tutur dalam penyelesaian sengketa perkawinan,
dan 2) mengukur efektivitas pranata tutur sebagai bentuk mediasi dalam
menyelesaikan konflik perkawinan di komunitas tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis dengan metode
kualitatif, yang melibatkan wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai teknik
pengumpulan data. Data primer terdiri dari tujuh pasangan yang terlibat dalam
konflik perkawinan (dari tahun 2017 hingga 2023) dari dua suku Batak di Padang
Lawas Utara: Mandailing dan Angkola. Kemudian diikuti oleh para pemimpin adat.
Kedua, semua jenis peraturan, tambo adat, buku, jurnal, buku, dan artikel yang
berkaitan dengan pokok bahasan penelitian ini. Analisis data dilakukan melalui
proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan
memanfaatkan triangulasi waktu dan sumber bahan untuk memastikan keabsahan
data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, mediasi melalui pranata
tutur terbukti efektif dalam menyelesaikan sengketa perkawinan di masyarakat
Batak Angkola. Keefektifan ini didukung oleh kepercayaan masyarakat terhadap
pranata tutur, kemampuan pranata tutur dalam mencapai konsensus yang adil, serta
peran pentingnya dalam mempertahankan nilai-nilai tradisional dan hubungan
sosial di masyarakat Batak Angkola. Kedua, temuan ini mengindikasikan bahwa
pranata tutur memiliki peran signifikan dalam mengatur kehidupan sosial dan
budaya masyarakat setempat, serta menawarkan solusi yang lebih cepat, adil, dan
ekonomis dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi.

Kata Kunci: Efektivitas Mediasi; Pranata Tutur; Batak Angkola.



ABSTRACT

The increasing divorce rate in Indonesia reflects the need for an in-depth
study of effective solutions in resolving marital disputes. Among the Angkola Batak
community in North Padang Lawas, mediation in marital disputes is often carried
out through pranata tutur, a customary institution that is considered more effective
than settlement through litigation in court. Strong belief in traditional values and
the importance of maintaining family dignity are the main reasons why the Batak
Angkola community chooses pranata tutur as a way to resolve conflicts. This
research aims to: 1) understand the reasons why the Angkola Batak community
continues to maintain tutur pranata mediation in resolving marital disputes, and 2)
measure the effectiveness of tutur pranata as a form of mediation in resolving
marital conflicts in the community.

This research uses a descriptive-analytical approach with qualitative
methods, involving interviews, observation and documentation as data collection
techniques. Primary data consisted of seven couples involved in marital conflicts
(from 2017 to 2023) from two Batak tribes in North Padang Lawas: Mandailing and
Angkola. Then followed by customary leaders. Second, all types of regulations,
tambo adat, books, journals, books, and articles related to the subject matter of this
research. Data analysis was conducted through a process of data reduction, data
presentation, and conclusion drawing, utilizing triangulation of time and source
materials to ensure data validity.

The results showed that: first, mediation through tutur institutions proved
effective in resolving marital disputes in the Angkola Batak community. This
effectiveness is supported by the community's trust in tutur institutions, the ability
of tutur institutions to reach a fair consensus, and their important role in maintaining
traditional values and social relations in the Angkola Batak community. Secondly,
the findings indicate that tutur institutions have a significant role in regulating the
social and cultural life of the local community, and offer a solution that is faster,
fairer and more economical than dispute resolution through litigation.

Keywords: Mediation Effectiveness; Pranata Tutur; Batak Angkola.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mediasi sebagai proses yang harus dilalui bagi setiap pihak yang akan
melakukan perceraian. Hal ini dikarenakan salah satu asas dalam undang-undang
perkawinan mempersukar terjadinya perceraian.! Secara formil, setiap kasus
perceraian yang masuk harus melalui prosedur mediasi sebelum ditinjau dan
dipertimbangkan oleh pengadilan agama. Mediasi bertujuan untuk membawa
pihak-pihak yang berselisih-pasangan suami-istri untuk berdamai (islah).
Pengadilan akan mengeluarkan akta perdamaian yang memiliki kekuatan hukum

yang sama dengan putusan jika islah disahkan.?

Ada dua metode untuk menyelesaikan perselisihan: yang pertama adalah
melalui proses pengadilan,® dan yang kedua adalah pengembangan metode
kolaborasi, yang menyelesaikan masalah tanpa memerlukan hakim. Kesepakatan
yang dicapai melalui proses litigasi seringkali tidak responsif, tidak mengakui
kepentingan bersama, menimbulkan masalah baru, membutuhkan waktu yang lama
untuk menyelesaikannya, mengeluarkan biaya yang besar, dan memicu

permusuhan di antara para pihak yang terlibat. Litigasi sebagai mekanisme

! Aris Bintania, Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Figh Al-Qadha, Cet. 1.
(Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), him. 21.

2 Rilda Murniati, “Relevansi Dan Kekuatan Hukum Akta Perdamaian Dalam Penyelesaian
Sengketa Di Bidang Ekonomi,” Fiat Justisia: Jurnal I[Imu Hukum, Vol. 9:1 (2015), hIm. 95.

3 Rachmadi Usman, Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (Bandung: Citra
Aditya Bakti, 2013), him. 5.



penyelesaian konflik dikritik sebagian karena prosesnya yang panjang dan persepsi

bahwa mekanisme ini tidak efektif.*

Di sisi lain, prosedur di luar pengadilan menghasilkan kesepakatan win-win
solution,®> memastikan bahwa ketidaksepakatan para pihak akan tetap dirahasiakan,
mencegah penundaan yang disebabkan oleh masalah prosedural dan administratif,
menyelesaikan masalah secara menyeluruh dan kooperatif, dan menjunjung tinggi
itikad baik. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 mengatur
prosedur mediasi di pengadilan (litigasi). Di sisi lain, Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian
sengketa mengatur mediasi di luar pengadilan (non-litigasi). Gugatan tidak sah
apabila tidak dilakukan mediasi, sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1

Tahun 2008 Pasal 2 Ayat (3).°

Dalam praktiknya mediasi yang dilalui secara litigasi di Pengadilan Agama
menunjukkan kecenderungan yang tidak efektif dalam menyelesaikan perselisihan

diantara suami istri. Misalnya penelitian yang dilakukan Moh. Mujibur Rohman,’

41 Made Sukadana, Mediasi Peradilan Mediasi Dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia
Dalam Rangka Mewujudkan Proses Peradilan Yang Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan (Jakarta:
Prestasi Pustakakarya, 2012), him. 67.

> Solusi win-win menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dengan meminta para pihak
untuk mencapai hasil yang disepakati bersama melalui diskusi dan kesepakatan.

® Abdul Halim Talli, “Mediasi dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008,” Jurnal Al-Qadau:
Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, Vol. 2:1 (Juni 2015), him. 76.

" Moh Mujibur Rohman, “Menakar Efektivitas Mediasi Pasca Regulasi PERMA Nomor 1
Tahun 2016 (Studi Analisis Pengadilan Agama Pamekasan),” Al-Khidmah: Jurnal Pengabdian
Kepada Masyarakat, VVol. 4:2 (Maret 2024).



Ach. Muzamzil dan Rudi Hermawan® serta Agung Handi Priyatama,® dan Abdul
Kahar Syarifuddin.'® menemukan bahwasanya efektivitas mediasi terhadap perkara
perceraian di Pengadilan Agama masih belum berjalan dengan efekitif,
implementasi PERMA No. 1 Tahun 2016 belum secara optimal dapat menekan

angka perceraian, perkara yang berhasil didamaikan masih sedikit dari pada mediasi

yang gagal.

Kegagalan mediasi ini beriringan dengan tingginya angka perceraian di
Indonesia. Data yang penyusun peroleh di Provinsi Sumatera Utara terdapat 11.026
kasus perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam angka tahun 2021. Dari
sekian banyak kabupaten/kota di Sumatera Utara ini wilayah Tapanuli Bagian
Selatan (Tabagsel) sebanyak 624 kasus. Akan tetapi, khusus di wilayah Kabupaten
Padang Lawas Utara kasus perselisihan dalam tahun 2021 termasuk rendah dari

kabupaten/kota lainnya. Hal ini dapat dilihat dari Tabel berikut!!:

8 Ach Muzamzil and Rudi Hermawan, “Efektivitas Mediasi Terhadap Penyelesaian Perkara
Perceraian Di Pengadilan Agama,” As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, Vol.
6:1(2024), him. 972-979.

® Agung Handi Priyatama, “Efektivitas Mediasi Oleh Mediator Dalam Perkara Cerai Di
Pengadilan Agama Krui” (Tesis, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung,
2022).

10 Abdul Kahar Syarifuddin, “Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan
Agama Baubau” (Tesis, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin, 2015).

11 «Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara,” accessed August 6, 2024,
https://sumut.bps.go.id/statictable/2021/04/21/2288/jumlah-perceraian-menurut-kabupaten-kota-
dan-faktor-di-provinsi-sumatera-utara-2020.html,.



Tabel 1.1:

Perselisinan Dan Pertengkaran di Beberapa Kabupaten/kota Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2021-2022

No | Nama Kabupaten/Kota | Kasus Cerai Gugat/Cerai Talak
2021 2022 Jumlah
1 Mandailing Natal 232 213 445
2 Padang Lawas Utara - - -
3 Padang Lawas 229 451 680
4 Padang Sidimpuan 163 31 194
Total 624 695 1.319

Sumber:Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022

Berdasarkan Tabel di atas, hanya Kabupaten Padang Lawas Utara yang
tidak ada kasus perselisinan dalam angka tahun 2021-2022. Hal demikian juga bisa
ditelusuri dengan mengaitkannya dengan kasus perceraian di beberapa Pengadilan

Agama tersebut dari tahun 2018-2020 dengan sebaran sebagai berikut!?:

12 “Sumut I Smart Province,” accessed August 6, 2024,
https://newsmartprovince.sumutprov.go.id/User/iframe/742.



Tabel 1.2:

Kasus Cerai Gugat/Cerai Talak di Sumatera Utara Tahun 2018-2020

No | Nama Kabupaten/Kota | Kasus Cerai Gugat/Cerai Talak | Jumlah
2018 2019 2020

1 Mandailing Natal 422 406 242 1070

2 Padang Lawas Utara - - - -

3 Padang Lawas 10 235 245 490

4 Padang Sidimpuan 239 261 294 794

Sumber:Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021

Berdasarkan hasil observasi penyusun, masyarakat Batak Angkola di
Padang Lawas Utara apabila terjadi sengketa perkawinan maka penyelesaian
konflik keluarga dengan menggunakan budaya Dalihan Na Tolu®® dan tradisi Tutur.
Masyarakat muslim Batak disana tidak melibatkan pengadilan dalam penyelesaian
konflik keluarga dengan cara menyelesaikan persoalan keluarga dengan

menggunakan budaya Dalihan Na Tolu dan tradisi Tutur ini.**

13 Konsep Dalihan Na Tolu bahwa semua anggota masyarakat seperti mora, anak boru, dan
kahanggi memiliki ikatan kekeluargaan yang terhubung satu sama lain meskipun mereka berasal
dari marga dan agama yang berbeda. Sebaliknya, tradisi tutur melibatkan harajaon dan hatobangon
yang mengawasi penyelesaian masalah perkawinan melalui mora, anak boru, dan kahanggi.

14 Wawancara dengan Sali Simamora, Via Whatsapp Call, tanggal 29 Januari 2024, pukul
11.21 WIB.



Hal ini sejalan dengan pesan yang disampaikan oleh Sali Simamora, salah

satu kepala adat Batak Angkola.:

“Sengketa perkawinan pada masyarakat Batak Angkola ada 7 permasalahan
sengketa yang mana penyelesaian konflik ini semuanya di selesaikan
melalui Pranata Tutur menurut adat, karena dilihat lebih efektif cara
penyelesaian konflik keluarga tanpa melibatkan pengadilan setempat.
Karena menurut masyarakat adat Batak Angkola konflik keluarga apalagi
perceraian ini termasuk aib keluarga, jadi bagaimana meminimalisir agar
tidak semua orang tahu bahwa keluarga A sedang ada konflik, maka dari itu
peran tutur tadi ada untuk masalah tersebut. Di Pengadilan Agama memang
prosesnya tertutup, tetapi walaupun begitu kemungkinan orang lain juga
bakalan mengetahui. Jadi pranata Tutur ini, yang punya masalah
dikumpulkanlah antar keluarga disebuah balai adat, yang mana ada satu
Harajaon (raja) dan dalihan na tolu yang berhak menyelesaikan
permasalahan ini. Dalihan na to lu yang dimaksud adalah (Tiga Tungku):
Mora, Kahanggi, dan Anak Boru (Ini seperti ibu bapak, paman, bibi dari si
suami istri). Tidak hanya permasalahan perceraian saja, pranata tutur ini
juga menyelesaikan sengketa kawin.!®

Dewasa ini yang menjadi isu adalah trend perceraian di Indonesia yang
sangat tinggi, namun data yang penyusun dapati di Kabupaten Padang Lawas Utara
memperlihatkan signifikansi yang berbeda dengan kabupaten/kota lainnya hal ini
yang menjadi unik. Apakah penyelesaian sengketa perkawinan melalui pranata
tutur mempengaruhi perceraian di sana. Selain itu, adat istiadat ini masih berlaku
di zaman globalisasi ini. Selain itu, kelompok Padang Lawas Utara memiliki
kecenderungan untuk menggunakan pidato Dalihan Na Tolu dan lembaga budaya
untuk menengahi masalah perkawinan. Untuk memastikan bahwa adat ini masih
dijunjung tinggi, masyarakat Batak Angkola di Padang Lawas Utara sangat

mementingkan penerapan peraturan ini.

15 Wawancara dengan Sali Simamora, Via Whatsapp Call, tanggal 29 Januari 2024, pukul
11.21 WIB.



Oleh karena itu, mengeksplorasi alasan di balik legitimasi tradisi tutur dan
budaya Dalihan Na Tolu, serta keampuhan tradisi tersebut dalam menyelesaikan
masalah perkawinan di masyarakat Padang Lawas Utara menjadi hal yang menarik

dan perlu diteliti lebih lanjut.

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan uraian latar belakang di atas, penyusun mengonsepkan pokok

pikiran penting yang dituangkan dalam rumusan masalah, yaitu:

1. Mengapa masyarakat Batak Angkola masih melalukan mediasi dalam
penyelesaian sengketa mengggunakan pranata tutur?

2. Bagaimana Efektivitas Mediasi Sengketa Perkawinan Menggunakan Pranata
Tutur Pada Masyarakat Batak Angkola?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Tujuan penelitian ini berdasarkan pada rumusan masalah yang telah
disebutkan adalah:

1. Untuk menginterpretasikan alasan masyarakat Batak Angkola masih
mempertahankan mediasi pranata tutur dalam menyelesaikan sengketa
perkawinan.

2. Untuk mengevaluasi efektivitas mediasi dalam Pranata Tutur dalam
menyelesaikan sengketa perkawinan di masyarakat Batak Angkola.

Manfaat berikut ini diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini, baik secara
konseptual maupun praktis:

1. Secara Teoritis



Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengetahuan tentang hukum
keluarga Islam, khususnya yang berkaitan dengan efisiensi mediasi pranata
Tutur dalam kasus-kasus perselisihan perkawinan. Hasil dari penelitian ini dapat
digunakan untuk meningkatkan standar pengetahuan di bidang hukum keluarga
Islam dan untuk mendapatkan pemahaman.

2. Secara Praktis

Adapun secara praktis manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan
saran atau solusi terhadap persoalan sengketa kawin yang diselesaikan melalui
pranata tutur. Diharapkan hasil penelitian ini bisa memberikan kontribusi perihal
menghindari angka perceraian dalam rumah tangga. Sehingga penyusun
berharap penelitian ini dapat memberi pemahaman kepada masyarakat.

D. Tinjauan Pustaka

Telaah pustaka ini secara garis besar terbagi menjadi dua kelompok.
Kelompok pertama penelitian yang berhubungan dengan adat perkawinan Batak
secara umum. Dan Kelompok kedua penelitian yang berhubungan dengan mediasi
dalam sengketa perkawinan. Dari kelompok pertama setidaknya ada dua
pendekatan berbeda dari penelitian terdahulu dalam mengkaji adat perkawinan
Batak, yaitu dengan pendekatan normatif hukum Islam dan pendekatan empiris,

sosiologis maupun antropologi.

Penelitian yang mengkaji secara normatif seperti yang dilakukan oleh

Fakhri Abdillah Hasibuan,’*Amrar Mahfuzh Faza, Dedisyah Putra dan Raja

16 Fakhri Abdillah Hasibuan, “Tradisi Pataru Sere Sahatan Dalam Perkawinan Adat Batak
Angkola,” Sakina: Journal of Family Studies, Vol. 7:3 (Oktober 2023), him. 356-368.



Ritongal’ kemudian Muhammad Yusuf Rangkuti,'® Ainun Dala Siregar,®
Erwansyah dan Faisar Ananda,®® menemukan bahwasanya tradisi dalam
perkawinan adat Batak dan larangan kawin semarga tidak menyalahi syari’at dan
dibolehkan, karena tidak ditemukan larangannya dalam al-Qur’an dan termasuk
kedalam urf shahih. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rosa Lamba
Lumban,?! Ika Saprianti Butar-Butar??> dan Nurdina Siregar,”® menemukan
bahwasanya larangan perkawinan semarga dalam adat Batak tidak relevan dengan
hukum Islam. Karena tidak ada nash yang melarang pernikahan sedarah dalam Al
Qur'an dan Hadis, maka larangan pernikahan sedarah merupakan kebiasaan yang

fasid, atau 'Urf.

17 Amrar Mahfuzh Faza, Dedisyah Putra, and Raja Ritonga, “Perkawinan Semarga
Masyarakat Batak Angkola: Implementasi Hifz Al-‘Ird Dan Hifz Al-Nasl Pada Sanksi Adat,” AL-
HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Vol. 11:2 (Desember 2021), him. 29—
54,

18 Muhammad Yusuf Rangkuti, “Pergeseran Persepsi Masyarakat Terhadap Larangan
Perkawinan Semarga Dalam Adat Batak Mandailing Di Yogyakarta” (Tesis, Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga, 2023).

19 Ainun Adilla Siregar, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Perkawinan Semarga
Dalam Masyarakat Batak Mandailing ( Studi Kasus Desa Pulau Rakyat Pekan Kecamatan Pulau
Rakyat Kabupaten Asahan Sumatera Utara)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga,
2020).

20 Erwansyah Erwansyah and Faisar Ananda, “Mahram Dan Larangan Kawin Semarga
Adat Batak Toba Dalam Pandangan Hukum Islam,” Innovative: Journal Of Social Science
Research, Vol. 4:1 (Februari 2024), him. 11938-11948.

2l Rosa Lamba Lumban Gaol, “Analisis ‘urf Terhadap Larangan Perkawinan Marga
Marpadan Pada Adat Batak Toba Di Kabupaten Humbang Hasundutan” (Skripsi, Universitas Islam
Negeri Walisongo, 2021).

22 |ka Saprianti Butar-Butar, “Analisis Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Pernikahan
Semarga Pada Suku Batak Toba,” Jurnal limiah Mahasiswa Pendidikan [JIMEDU], Vol. 1:4
(Desember 2021), him. 1-10.

2 Nurdina Siregar, “Tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap larangan perkawinan dalam
Adat Batak Toba di Desa Pasar Simundol Kecamatan Dolok Sigompulon Kabupaten Padang Lawas
Utara” (Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2022).
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Studi lain juga telah dilakukan mengenai keabsahan larangan perkawinan,
mulai dari yang membolehkan hingga yang melarang perkawinan. Salah satu
penelitian yang dilakukan oleh Sholihin Gultom berfokus pada larangan pernikahan
dalam adat Batak Toba. Beberapa aturan yang menyimpang dari hukum Islam
adalah larangan menikahi istri janda, anak perempuan saudara laki-laki ayah, anak
perempuan teman satu marga, anak perempuan saudara perempuan ayah, istri
teman, perempuan yang mencari rasa aman dan perlindungan karena perselisihan

dengan suami, dan saudara kandung yang telah diadopsi oleh orang tua.?*

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hatari Marwina Siagian dan
kawan-kawan, tujuan dari adat Batak yang melarang pernikahan semarga adalah
untuk menjaga hubungan persaudaraan yang kuat, seperti hubungan dengan
keluarga besar, hubungan kekerabatan, dan perkumpulan marga parna,® serta

menjaga agar kelompok-kelompok marga yang sudah ada tidak pecah.?®

24 Sholihin Gultom, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Dalam Adat
Batak Toba (Studi Kasus Masyarakat Muslim Desa Setia Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli
Utara)” (Tesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2014).

% Parna, yang merupakan singkatan dari Pomparan ni si Raja Naiambaton, adalah
singkatan khas untuk marga yang dikatakan sebagai keturunan Raja Naiambaton sehingga tidak
diizinkan untuk menikah.

% Hatari Marwina Siagian et al., “Analisis Nilai Budaya Pada Larangan Perkawinan
Semarga Dalam Adat Batak Mandailing Di Kabupaten Asahan,” Jurnal Moral Kemasyarakatan,
Vol. 7:1 (Juli 2022), him. 68-78.
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Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Samin Batubara®’ dan Harisan
Boni Firmando?® menemukan seiring dengan perkembangan zaman perkawinan
adat Batak telah mengalami pergeseran dalam praktiknya karena alasan-alasan
internal dan eksternal. Firmando menemukan bahwa adopsi keyakinan agama oleh
masyarakat, perjalanan waktu dan tempat, serta aktualisasi posisi dan kemampuan
untuk mencapai tujuan hidup, semuanya berdampak pada perubahan pernikahan

adat Batak.

Kelompok kedua merupakan kelompok yang memiliki kesamaan objek
material yang akan penyusun teliti, kelompok ini mengkaji mengenai mediasi baik
secara litigasi maupun non litigasi seperti penelitian yang dilakukan oleh Agung
Handi Priyatama,®® Tomi Pramana Putra,*dan Abdul Kahar Syarifuddin®
menemukan bahwasanya penerapan PERMA No. 1 Tahun 2016 belum mampu
menurunkan angka perceraian secara optimal, dan jumlah perkara perceraian yang
berhasil didamaikan masih lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah perkara yang
gagal didamaikan. Efektivitas mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan

Agama masih belum berjalan secara efisien. Egoisme para pihak dan

2" Samin Batubara, “Pelarangan Perkawinan Satu Marga Dalam Adat Batak Mandailing,”
Al-Risalah, Vol. 18:1 (Juni 2018), him. 1-12.

28 Harisan Boni Firmando, “Perubahan Sosial Dalam Upacara Adat Perkawinan Pada Etnis
Batak Toba Di Tapanuli Bagian Utara (Analisis Sosiologis),” Sosial Budaya, Vol. 18:2 (Desember
2021), him. 75-86.

2 Priyatama, “Efektivitas Mediasi Oleh Mediator Dalam Perkara Cerai Di Pengadilan
Agama Krui.”

% Tomi Pramana Putra, “Analisis Hukum Pelaksanaan Mediasi Perceraian Di Pengadilan
Agama Sengkang” (Tesis, Universitas Bosowa, 2022).

31 Qyarifuddin, “Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama
Baubau.”
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ketidaksungguhan para pihak dalam mengupayakan perdamaian menjadi penyebab

utama kegagalan mediasi.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Satria Fatawi,® Lalu
Kesa Rahmatullah,>*Anwar Sadat dan Ahmad Laut Hasibuan®** meneliti peran
tokoh agama dan adat dalam merekonsiliasi konflik antara suami dan istri, dalam
penelitian tersebut bahwa tokoh agama dan tokoh adat memiliki peran sangat
penting bagi masyarakat khususnya dalam hal penyelesaian sengketa keluarga oleh
suami dan istri. Otoritas agama dan adat memiliki peran yang berguna dalam

membantu menyelesaikan masalah suami istri.

Dalam penelitian Anwar Sadat Harahap,*adat batak di Tapanuli Selatan
sengketa perkawinan diselesaikan melalui pranata tutur. Dalam penelitian Nita
Novi Yanti Harahap strategi tokoh adat yaitu hatobangon dalam mencegah
perceraian di Padang Lawas Utara dengan memberikan nasihat kepada pasangan

suami istri, menghadirkan anak saat musyawarah, memberikan pertimbangan-

32 Ahmad Satria Fatawi, “Peran Tetua Aceh Dalam Mediasi Perceraian Di Desa Paya Bujok
Tunong, Kota Langsa (Studi Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Adat)” (skripsi, Universitas
Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017).

3 Lalu Kesa Rahmatullah, “Peran Tokoh Agama Dan Tokoh Adat Dalam Penyelesaian
Permasalahan Nusyuz Dan Syigaq Pasangan Suami Istri (Studi Kasus Di Desa Mantang Kecamatan
Batukliang Kabupaten Lombok Tengah)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Mataram, 2021).

34 Anwar Sadat dan Ahmad Laut Hasibuan, “Model Pelaksanaan Mediasi Melalui Pranata
Tutur Pada Masyarakat Batak Muslim Tapanuli Selatan,” Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary
Journal of Islamic Studies, Vol. 12:2 (Desember 2016), him. 253-278.

% Anwar Sadat Harahap, “Jenis Sengketa Perkawinan Yang Diselesaikan Melalui Pranata
Tutur Pada Masyarakat Adat Batak Di Tapanuli Selatan,” Prosiding Seminar Nasional Hasil
Pengabdian, Vol. 1:1 (April 2018), him. 316-322.
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pertimbangan mengenai anak dan rumah tangga, dan memberikan penjelasan

tentang hak dan kewajiban suami istri menurut syariat Islam.®

Penelitian-penelitian sebelumnya membahas tentang mediasi perkawinan dan
adat istiadat perkawinan Batak secara umum. Penelitian yang dilakukan oleh Anwar
Sadat Harahap dan Nita Novi Yanti yang cukup dekat dengan penelitian yang akan
penyusun kaji yaitu secara empiris sosiologis. Namun penelitian yang akan
penyusun kaji memiliki perbedaan dan kebaharuan dari penelitian sebelumnya.
Dalam penelitian yang akan penyusun kaji memfokuskan kepada efektivitas
mediasi melalui pranata tutur dan eksplorasi alasan masyarakat Batak Angkola

masih mempertahankan pranata tutur dalam penyelesaian sengketa perkawinan.

E. Kerangka Teoretik

Dalam lembaga tutur masyarakat Batak Angkola di Kabupaten Lawas
Utara, sejauh mana proses mediasi melibatkan pihak ketiga yang tidak memihak
untuk membantu para pihak yang berselisih mencapai penyelesaian-berhasil dalam
menyelesaikan perselisinan dalam konteks hubungan pernikahan sesuai dengan
norma-norma sosial yang berlaku, itulah yang dikenal dengan efektivitas mediasi
dalam menyelesaikan perselisihan pernikahan. Sejauh mana pihak-pihak yang
terlibat merasa puas, seberapa cepat mediasi diselesaikan, dan seberapa baik

penyelesaian tersebut diimplementasikan adalah indikator utama keberhasilannya.

% Nita Novi Yanti Harahap, “Peran Hatobangon Dalam Mencegah Perceraian Di Desa
Paolan Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara” (Skripsi, Universitas Islam Negeri
Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, 2023).



14

Masyarakat Batak Angkola di Kabupaten Padang Lawas Utara menganut pranata
tutur, yang memiliki prinsip-prinsip komunikasi dan interaksi yang mengatur
penyelesaian konflik berdasarkan adat istiadat dan norma-norma daerah, tempat di
mana struktur sosial, prosedur adat, dan norma lokal mempengaruhi cara
penyelesaian sengketa kawin.

Pranata Tutur dalam masyarakat Batak Angkola merujuk pada sebuah
lembaga adat yang berfungsi sebagai sarana penyelesaian sengketa, termasuk dalam
konflik perkawinan. Lembaga ini mengedepankan nilai-nilai kolektivitas,
kekerabatan, dan kehormatan keluarga, di mana tokoh-tokoh adat memainkan peran
utama dalam proses mediasi. Dalam konteks ini, pranata tutur berfungsi tidak
hanya sebagai mekanisme penyelesaian konflik, tetapi juga sebagai sarana untuk

memperkuat struktur sosial dan kohesi komunitas.*’

Durkheim membedakan dua tipe solidaritas sosial, yaitu mekanik dan
organik, yang relevan untuk memahami pranata tutur di Batak Angkola. Solidaritas
mekanik terjadi dalam masyarakat tradisional, seperti masyarakat Batak Angkola,
yang cenderung homogen, di mana ikatan sosial didasarkan pada kesamaan nilai-
nilai, norma, dan tradisi. Pranata tutur mencerminkan ciri-ciri masyarakat mekanik,
di mana mediasi adat mengedepankan solidaritas kolektif dan hubungan

kekerabatan yang erat sebagai dasar penyelesaian konflik. Di sini, setiap individu

37 Muhammad Arsyad, Suharty Roslan, and La Patuju, Konflik Sosial Dan Resolusinya:
Sebuah Perspektif Sosiologi (Zahir Publishing, n.d.), him. 51.
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terintegrasi erat dengan komunitas, dan pranata adat seperti pranata tutur menjadi
wujud konkret dari solidaritas tersebut.®

Sebaliknya, masyarakat organik, yang biasanya terjadi di masyarakat
modern, bergantung pada pembagian kerja dan keragaman, di mana solidaritas
sosial dibangun melalui interdependensi antar individu yang memiliki peran sosial
yang berbeda-beda.*® Dalam konteks hukum formal, prosedur litigasi di pengadilan
lebih mencerminkan sifat masyarakat organik, di mana penyelesaian konflik
dilakukan secara rasional dan individualistik, berdasarkan aturan hukum formal.
Dengan demikian, pranata tutur sebagai institusi adat yang menekankan pada
keselarasan sosial dan norma bersama, lebih mencerminkan karakteristik
masyarakat mekanik sebagaimana dijelaskan oleh Durkheim, sementara sistem
hukum formal di pengadilan lebih mendekati konsep masyarakat organik.

Selanjutnya, penelitian ini juga menggunakan teori Efektivitas Hukum
Lawren M. Friedman dan Praktik Sosial Pierre Bordieu karena dianggap relevan
dalam menganalisis Efektivitas Mediasi Melalui Pranata Tutur Pada Sengketa

Kawin Masyarakat Batak Angkola.

1. Efektivitas Hukum

Menurut etimologinya, istilah efektivitas berasal dari kata bahasa Inggris

efektif yang berarti keberhasilan dan ketaatan dalam Kamus Jhon M. Echols dan

38 lan Robertson, Society: A Brief Introduction (New York, N.Y: Worth Publishers, 1989),
him. 318-19.

% Hadji Effendi ASRIN, “INTEGRASI SOSIAL PADA MASYARAKAT PLURAL DI
OGAN KOMERING ULU TIMUR SUMATERA SELATAN” (PhD Thesis, UIN RADEN INTAN
LAMPUNG, 2024), http://repository.radenintan.ac.id/34970/.
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Hassan Shadily.*® Efektivitas dalam kaitannya dengan usaha atau tindakan
diartikan dapat mendatangkan hasil, berdaya guna dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia, berpegang pada undang-undang atau peraturan dan mungkin berarti
"sudah berlaku".*!

Sedangkan dari segi terminologi, bergantung pada pandangan yang dianut,
para sosiolog dan pakar hukum menawarkan perspektif yang berbeda-beda
tentang apa yang dimaksud dengan efektivitas hukum. Menurut Nurul Hakim,
Soerjono Soekanto membahas bagaimana efisiensi hukum dipengaruhi oleh
beberapa faktor, termasuk seberapa baik warga negara, termasuk aparat penegak
hukum mematuhi hukum. Dengan demikian, ada anggapan sebagai berikut:
"Salah satu tanda dari sistem hukum yang fungsional adalah tingkat kepatuhan
hukum yang tinggi. Lebih jauh lagi, kemampuan hukum untuk mencapai
tujuannya dalam menjaga dan mempertahankan masyarakat dalam
hubungannya dengan kehidupan ditunjukkan oleh fungsionalitasnya”.*?

Tony Handoko mendefinisikan efektivitas sebagai menunjukkan
tercapainya suatu tujuan. Hal ini menunjukkan bahwa jika suatu usaha telah

berhasil mencapai hasil yang diinginkan, maka usaha tersebut dapat dikatakan

efektif. Efektivitas mengukur sejauh mana tujuan dapat dicapai, tetapi efisiensi

40 Jhon M Echols and Hasan Shadily, Kamus Inggris Indonesia (Jakarta: Gramedia Pustaka
Utama, n.d.), him.207.

41 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet 1l
(Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa KEMENDIKBUD, 2017), him. 284.

42 Nurul Hakim, “Efektivitas Pelaksanaan Sistem Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa Dalam Hubungannya Dengan Lembaga Peradilan,” ARTIKEL/Efektifitas. Pdf, 2023.
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menjelaskan penggunaan sumber daya yang tepat dan sesuai.*®

Secara tata bahasa, efektivitas hukum mengacu pada kemampuan hukum
untuk berhasil menangani masalah yang dapat dipecahkannya. dalam hal ini
mengacu pada keberhasilan implementasi hukum. Peraturan dan regulasi yang
efektif secara hukum adalah peraturan dan regulasi yang diterapkan, ditaati, dan
digunakan sebagai mekanisme kontrol sosial atau sesuai dengan tujuan awal
pembentukannya.*

Menurut teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto dan Lawrence M.
Friedman, terdapat tiga faktor kajian yang dapat mempengaruhi bagaimana
hukum dilaksanakan dan diterapkan dalam masyarakat®: 1) keberhasilan
penerapan hukum; 2) ketidakberhasilan penerapan hukum; dan 3) faktor-faktor
yang mempengaruhi.

Penelitian ini menggunakan kajian Lawren M. Friedman, yang
mendalilkan bahwa ada tiga elemen yang menentukan apakah sebuah legislasi
berhasil atau tidak, yaitu“®:

a. Substansi Hukum (legal substance): Jika suatu tindakan bertentangan dengan
hukum yang sudah ada sebelumnya, tujuan dari undang-undang ini adalah

untuk memastikan apakah tindakan tersebut dapat dieksekusi atau tidak dan

43 T. Hani Handoko, Manajemen, Cet.1l (Yogyakarta: BPFE, 1998), him.7.

44 Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di
Indonesia (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), him. 40.

4 Dahlan, Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalah Gunaan
Narkotika (Yogyakarta: Deepublish, 2017), him.35.

6 Friedman Lawrence M, Sistem Hukum: Perspektif 1lmu Sosial (The Law Sistem A Social
Perspective) (Bandung: Nusamedia, 2009), him.32.



18

apa konsekuensinya bagi pelanggar.*’

b. Struktur Hukum (legal structure): yang menetapkan apakah undang-undang
tersebut dapat diberlakukan atau tidak. Penegakan hukum akan sulit
dilakukan jika masyarakat dan sistem hukum tidak bekerja sama.*®

c. Budaya Hukum (legal culture): pola pikir masyarakat yang tercipta dari
penerapan standar hukum, hal ini berarti bahwa aturan-aturan tersebut
mencakup harapan serta kepercayaan, nilai, dan konvensi yang tertanam dan
diberi status hukum.*

Dalam konteks penyelesaian sengketa kawin di masyarakat Batak Angkola
yang berbasis adat (pranata tutur). Kelancaran proses penyelesaian konflik dan
penerimaan hasil oleh semua pihak dapat dipastikan dengan menerapkan hipotesis
efektivitas hukum. Hal ini melibatkan substansi hukum yang relevan dengan adat
kebiasaan masyarakat tersebut, serta memperhatikan struktur hukum yang ada
dalam sistem adat Batak Angkola. Kemudian, penerapan budaya hukum juga sangat
penting, karena budaya hukum dapat mempengaruhi cara pandang masyarakat
terhadap penyelesaian sengketa dan keputusan yang diambil. Dengan memahami
budaya hukum masyarakat Batak Angkola, proses penyelesaian sengketa dapat
dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat

Batak Angkola

47 Lawrence M. Friedman, The Legal System. A SocialScience Perspective, Russel Sage
Foundation (New York, 1986), him. 17.

48 Mohammad Abizar Yusro, “Implementasi Mediasi Penal Terhadap Penanganan Hukum
Ujaran Kebencian Yang Berkeadilan,” Journal of Studia Legalia, Vol. 1:1 (2020), him. 193-221.

49Yusro, 193-221.
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2. Teori Praktik Pierre Bordieu

Penelitian ini menggunakan teori Pierre Bourdieu. Tujuan dari teori Pierre
Bourdieu adalah untuk mendamaikan antagonisme yang menggelikan antara
individu dan masyarakat, atau, seperti yang ia katakan, dikotomi palsu antara
objektivisme dan subjektivisme. Tujuan akhir yang memandu pekerjaan saya,
seperti yang dinyatakan oleh Bourdieu, adalah untuk mendamaikan objektivisme®°
dengan subjektivisme.>! Tujuan dari sosiologi Bourdieu adalah untuk menjelaskan
bagaimana seseorang dan masyarakat berinteraksi, tetapi ia berhati-hati untuk
menghindari penggunaan konsep ideologis yang berlebihan seperti “individu"
sebagai unit analisis. Dalam kapasitasnya sebagai ilmuwan sosial, ia
mempertimbangkan sosialitas kita dan bagaimana kita berperilaku sebagai agen dan
partisipan kreatif dalam proses sosial. Gagasan tentang habitus dan arena, serta
hubungan dialektis antara keduanya-jika habitus berada di dalam pikiran aktor dan
arena berada di luar merupakan inti dari karya Bourdieu dan upayanya untuk
menyatukan subjektivisme dan objektivisme.

Pertama, kerangka kerja mental atau kognitif yang digunakan orang untuk
berhubungan dengan lingkungan sosial disebut kebiasaan. Manusia melihat,
memahami, menilai, dan menilai lingkungan sosial melalui lensa seperangkat
skema yang terinternalisasi. Manusia menciptakan, memahami, dan menilai

praktik-praktik mereka berdasarkan skema-skema ini. Dalam pengertian dialektis,

%0 Objektivisme adalah berfokus pada keyakinan bahwa ada kebenaran dan nilai yang dapat
ditemukan secara rasional dan objektif.

51 Subjektivisme menekankan bahwa kebenaran dan nilai-nilai bergantung pada perspektif
dan pengalaman pribadi.
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habitus adalah hasil sampingan dari internalisasi struktur sosial; pada
kenyataannya, kita dapat menganggap habitus sebagai akal sehat manusia yang
mencerminkan struktur kelas objektif, seperti yang didasarkan pada usia, jenis
kelamin, atau kelas sosial. Jangka waktu yang lama dalam memegang posisi
tertentu dalam lingkup sosial dapat mengarah pada pengembangan kebiasaan.
Dengan demikian, habitus berbeda berdasarkan peran individu di dunia; tidak ada
dua orang yang memiliki habitus yang sama. Di sisi lain, orang-orang di tempat
yang sama di dunia biasanya memiliki kebiasaan yang serupa.>?

Habitus didefinisikan sebagai seperangkat skema (tatanan) yang
memungkinkan para pelaku menghasilkan keselarasan terhadap praktik-praktik
yang telah dimodifikasi atau disesuaikan dengan situasi yang telah berubah dari
waktu ke waktu; pada dasarnya, hal ini merupakan bentuk improvisasi yang teratur.
Habitus dipahami sebagai dasar bawaan dari kepribadian individu yang beroperasi
sebagai benturan perilaku dari lingkungan sekitar. Seiring berjalannya waktu,
habitus yang ada pada suatu saat tertentu telah berkembang: Sejarah menghasilkan
kebiasaan, baik individu maupun masyarakat, dan sejarah yang sesuai dengan
skema yang dihadirkan oleh sejarah. Habitus yang muncul dalam diri seseorang
adalah produk dari sejarah mereka sendiri dan momen tertentu dalam sejarah sosial

ketika hal itu terjadi.

52 George Ritzer and Douglas J. Goodman, Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik Sampai
Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2009), him. 581.
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Kedua, modal sosial®® dan budaya.>* Bourdieu membedakan berbagai
bentuk modal (kapital), termasuk modal sosial dan budaya. Modal sosial mencakup
jaringan hubungan dan kepercayaan, sementara modal budaya mencakup
pengetahuan, pendidikan, dan kompetensi budaya. Dalam mediasi, modal sosial
dan budaya dari mediator (seperti tetua adat atau tokoh masyarakat) memainkan
peran penting dalam memperoleh kepercayaan dan otoritas untuk memediasi
sengketa. Mengkaji modal sosial dan budaya yang dimiliki oleh mediator dan
pihak-pihak yang bersengketa. Penelitian ini dapat melibatkan pengumpulan data
tentang latar belakang sosial, pendidikan, dan hubungan sosial mereka.

Ketiga, arena dan kekuasaan simbolik. Bourdieu melihat masyarakat
sebagai arena di mana berbagai bentuk kekuasaan simbolik dipertaruhkan. Pranata
tutur dapat dilihat sebagai bentuk kekuasaan simbolik yang digunakan untuk
mengatur dan menyelesaikan sengketa. Efektivitas mediasi bergantung pada
bagaimana mediator menggunakan kekuasaan simbolik ini untuk menciptakan
konsensus dan resolusi. Mengamati secara langsung proses mediasi untuk
memahami bagaimana pranata tutur digunakan dalam praktik. Hal ini melibatkan
pencatatan interaksi, penggunaan bahasa, dan tindakan-tindakan simbolik yang
terjadi selama mediasi.

Keempat, menurut Bourdieu, rumus generatif untuk teori praktik sosial

adalah (Habitus X Modal) + Ranah = Praktik. Salah satu kerangka kerja yang

3 Nanang Krisdinanto, “Pierre Bourdieu, Sang Juru Damai,” KANAL: Jurnal limu
Komunikasi , Vol. 2:2 (2014), him. 189-206.

% Mario Venerial Umbu Zerri et al., “Politik Kreatif Ala Presiden Jokowi (Analisis
Berdasarkan Habitus, Modal Dan Ranah Perspektif Pierre Felix Bourdieu),” Jurnal IImu Hukum,
Humaniora Dan Politik, VVol. 4:3 (2024), him. 241-52.
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dipertimbangkan Bourdieu untuk menciptakan formula untuk memahami praktik
sosial adalah teori praktik. Habitus berfungsi sebagai pilar pertama dalam evolusi
praktik sosial; namun, setelah tabrakan Habitus, formula lain-kapital diperlukan
untuk menciptakan gesekan Habitus. Secara alamiah, ranah dituntut untuk
menjalankan pola atau hasil dari konflik antara Habitus dan dukungan Kapital untuk
menduduki ranah tersebut, setelah itu, makan terakhir digunakan sebagai aplikasi
terakhir dari teori-teori Bourdieu untuk menghasilkan praktik sosial.>®

Bourdieu menekankan pentingnya memahami praktik sosial, yaitu tindakan
nyata yang dilakukan dalam konteks tertentu. Dengan menganalisis praktik
mediasi, termasuk penggunaan pranata tutur, kita dapat memahami bagaimana
praktik ini mencerminkan dan memperkuat struktur sosial dan budaya masyarakat
Batak Angkola. Mengkaji bagaimana kekuasaan simbolik dimanfaatkan oleh
mediator untuk mengarahkan proses mediasi dan mencapai resolusi. Penelitian ini
dapat melibatkan analisis diskursus dan simbol-simbol yang digunakan dalam
mediasi. Dengan menggunakan kerangka teori Bordieu ini, maka penelitian ini
berusaha untuk menginterpretasikan terkait dinamika kekuasaan, budaya, dan
praktik sosial yang mempengaruhi efektivitas mediasi melalui pranata tutur di

masyarakat Batak Angkola.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

% Kukuh Yudha Karnanta, “Paradigma Teori Arena Produksi Kultural Sastra: Kajian
Terhadap Pemikiran Pierre Bourdieu,” Jurnal Poetika, Vol. 1:1 (2013), him. 13,
https://core.ac.uk/download/pdf/291663855.pdf.
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Untuk menjelaskan, mengumpulkan, dan mengevaluasi fakta-fakta
tentang lingkungan, masyarakat, dan perilaku kolektif di Kabupaten Padang
Lawas Utara, penelitian lapangan digunakan dalam penelitian ini. Dalam hal
ini, penelitian ini berkaitan dengan penggunaan lembaga tutur dalam
penyelesaian konflik.%

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk
menjelaskan dan mengkaji mediasi sebagai sarana penyelesaian konflik
perkawinan melalui pranata tutur pada masyarakat Batak Angkola dengan
cara mendeskripsikan secara metodis situasi yang terjadi saat ini.%’

3. Pendekatan Penelitian

Bentuk dan tindakan sosial masyarakat Batak Angkola dikaji dalam
penelitian ini dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum, yang
didasarkan pada pernyataan lisan atau tulisan dari para informan serta perilaku
yang menjadi fakta sosial, melalui pengamatan terhadap realitas yang ada terkait
penyelesaian sengketa perkawinan melalui lembaga tutur, dan wawancara.>®
4. Sumber Data

Ada dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini: sumber primer

dan sekunder. Data primer berasal dari sejumlah responden yang dijadikan

% Sandu Suyanto, Dasar Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Literasi Media Publishing,
2015), him.27.

57 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi (Bandung: Remaja
Rosdakarya, 2002), him.102.

8 Mukti Fajar ND and Yulianto Achmad, Dualisme penelitian hukum: normatif & empiris
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), him.280.
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subjek penelitian. Responden ini terdiri dari tujuh pasangan yang terlibat dalam
konflik perkawinan (dari tahun 2017 hingga 2023) dari dua suku Batak di
Padang Lawas Utara: Mandailing dan Angkola. Kemudian diikuti oleh para
pemimpin adat. Kedua, semua jenis peraturan, tambo adat, buku, jurnal, buku,
dan artikel yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian ini termasuk dalam
data sekunder dalam penelitian ini. Bersama dengan semua yang termasuk dalam
dan berkaitan dengan praktik perkawinan masyarakat Batak Angkola di Padang
Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara.
5. Teknik Pengumpulan Data
a. Wawancara
Dalam sebuah wawancara, dua orang terlibat dalam sesi tanya jawab
untuk bertukar ide, fakta, dan pemikiran dalam rangka menjawab
permasalahan penelitian. Untuk mendapatkan data yang akurat dari
sumbernya, model wawancara digunakan dalam penelitian ini. Dalam
hal ini penyusun mewawancarai Ketua KUA Kecamatan Portibi, KUA
Kecamatan Portibi, Penyuluh KUA Kecamatan Portibi, Ketua Adat
Kecamatan Portibi, Penghulu KUA Kecamatan Portibi, dan Masyarakat
Padang Lawas Utara.
b. Observasi
Pengamatan dan pengumpulan data secara metodis tentang peristiwa
yang diteliti disebut observasi. Observasi dalam penelitian ini berkaitan

dengan kepercayaan dan praktik masyarakat Batak Angkola di
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Kabupaten Padang Lawas Utara dalam kaitannya dengan penggunaan
pranta tutur untuk memediasi masalah perkawinan.
c. Dokumentasi
Strategi  ketiga yang digunakan para akademisi untuk
mengumpulkan data adalah teknik dokumentasi. Dokumentasi adalah
metode pengumpulan fakta dari sumber-sumber tertulis, seperti buku-
buku, majalah, arsip, dokumen resmi, atau dokumen pribadi mengenai
mediasi dan penyelesaian sengketa perkawinan pada masyarakat Batak
Angkola di Padang Lawas Utara melalui lembaga adat (pranta tutur).
6. Analisis Data
Filosofi analisis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi reduksi data,
display data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi:>®
a. Reduksi Data
Proses pengorganisasian dan penyederhanaan abstraksi dan modifikasi
dari data yang terkumpul melalui pemilahan dan pemusatan perhatian
dikenal sebagai reduksi data. Hal ini memungkinkan data yang telah
direduksi untuk benar-benar menjelaskan mengapa para peneliti dapat
memperoleh data lebih lanjut dengan lebih mudah.
b. Penyajian Data
Pada tahap ini dalam proses penyajian data, data yang telah direduksi

kemudian dipandu untuk ditempatkan dengan rapi dalam pola relasional,

%9 Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan (Jakarta:
Prenademedia, 2014), him. 407-409.
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menawarkan tingkat pemahaman yang lebih dalam. Upaya untuk
mengumpulkan informasi dalam rangka memberikan gambaran tentang
situasi yang sebenarnya adalah alasan untuk membagikan data ini.
c. Penarikan Kesimpulan

Serupa dengan proses reduksi data, kesimpulan yang diambil selama
kegiatan penelitian bersifat sementara dan dapat berubah jika ada data
pendukung yang tersedia. Di sisi lain, penilaian awal dapat dianggap dapat
dipercaya jika didukung oleh sejumlah besar data.
Keabsahan Data

Berikut ini adalah metode yang digunakan para peneliti untuk
memverifikasi kebenaran data mereka:
a. Triangulasi Waktu

Triangulasi  waktu  melibatkan  verifikasi  informasi  dengan
menggunakan wawancara, observasi, atau metode lain dalam berbagai
konteks. Peneliti menggunakan triangulasi dengan membandingkan data
observasi dengan transkrip wawancara dan temuan studi dengan data
empiris.
b. Memanfaatkan Sumber Bahan

penggunaan sumber referensi untuk mendukung informasi yang telah
ditemukan penyusun. Misalnya, foto harus menyertai deskripsi skenario,

kontak informan, dan hasil wawancara.
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G. Sistematika Pembahasan

Dalam penjelasan ini, peneliti telah mengorganisir pembahasannya kedalam
lima bab yang berbeda. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mempermudah
pemahaman pembaca terhadap isi tesis, dan berikut adalah penjelasan singkat untuk

setiap bab:

Pembahasan pendahuluan ini dimulai dengan tinjauan umum tentang studi
ini. Bab ini memberikan informasi latar belakang masalah yang menjadi topik
utama pembahasan. Metode penelitian yang akan digunakan untuk membingkai
hasil penelitian dan proses penelitian juga dibahas dalam bab ini, beserta kerangka
teori yang akan digunakan sebagai penjelasan dari judul penelitian yang akan
menjadi cerminan dari penelitian ini. Selain itu, kerangka teori untuk mengkaji
masalah-masalah yang berkaitan dengan objek penelitian juga akan dibahas.
Metodologi penelitian diikuti dengan penjelasan yang menyeluruh. Bab ini

berfungsi sebagai titik awal yang penting untuk penelitian ini.

Bab 2 menjelaskan keefektifan undang-undang perkawinan di Indonesia.
Hal ini mencakup efektivitas hukum saat ini dan ringkasan historis mengenai
keampuhannya dalam mengurangi tingkat perceraian melalui mediasi. Penyusun
juga akan membahas bagaimana hukum Islam dan hukum adat, serta hukum positif,
mengatur konflik perkawinan. Penyusun juga akan membahas mengenai lembaga
tutur yang digunakan oleh masyarakat Batak Angkola untuk menyelesaikan
masalah perkawinan. Beberapa konsep tersebut menjadi pisau analisis dalam

penelitian ini.
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Pada Bab Tiga, wawancara informan dan dokumentasi digunakan untuk
mendeskripsikan temuan penelitian. Pembicaraan ini memberikan gambaran
tentang bagaimana pranata tutur digunakan dalam masyarakat Batak Angkola untuk
menangani masalah perkawinan. Di dalamnya terdapat penjelasan mengenai
praktik perkawinan masyarakat Batak Angkola, berbagai macam konflik
perkawinan, latar belakang pranata tutur sebagai wadah masyarakat dalam
menyelesaikan konflik perkawinan, dan aktualisasi pranata tutur sebagai sarana

penyelesaian sengketa perkawinan.

Bab Empat: Landasan teori dan gagasan dari bab sebelumnya akan
dianalisis secara tepat dalam bab ini. Kegunaan lembaga Tutur dan peraturan
perundang-undangan dalam pernikahan Batak Angkola di Tapanuli Selatan akan
ditelaah dalam bab ini. Kegunaan hukum adat, agama, dan negara dalam tradisi
perkawinan merupakan dua topik utama yang akan dibahas, demikian pula alasan
di balik dipertahankannya lembaga tutur oleh masyarakat untuk menyelesaikan

konflik perkawinan.

Bab Lima, yang merupakan bab terakhir dan penting, membahas temuan-
temuan studi, menjawab rumusan masalah, dan menawarkan rekomendasi untuk

penelitian lebih lanjut dari penulis.



A.

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian terhadap efektivitas mediasi melalui pranata

tutur dalam menyelesaikan sengketa perkawinan di masyarakat Batak Angkola,

dapat disimpulkan bahwa:

1)

2)

B.

Mediasi melalui pranata tutur efektif dalam menyelesaikan sengketa
perkawinan di masyarakat Batak Angkola. Hal ini disebabkan oleh beberapa
faktor, seperti kepercayaan masyarakat kepada pranata tutur, keadilan yang
dihasilkan oleh mediasi, dan kemampuan pranata tutur dalam mencapai
konsensus.

Masyarakat Batak Angkola masih mempertahankan mediasi dalam
menyelesaikan sengketa perkawinan melalui pranata tutur karena nilai-nilai
tradisional yang tertanam dalam masyarakat tersebut. Mediasi melalui pranata
tutur dianggap sebagai cara yang lebih adil, cepat, dan murah dalam
menyelesaikan sengketa perkawinan. Selain itu, keberadaan pranata tutur
sebagai pemangku keadilan dan hakim kecil di masyarakat Batak Angkola juga
mempertahankan peranan yang signifikan dalam mengatur hubungan sosial
dan kebudayaan masyarakat tersebut.

Saran

Dalam upaya mencapai keadilan dan persetujuan di masyarakat, mediasi

melalui pranata tutur masih menjadi pilihan yang tepat dan efektif dalam mengatasi

120
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sengketa perkawinan di masyarakat Batak Angkola. Namun, dalam hal ini perlu
diperhatikan bahwa pranata tutur harus memiliki kemampuan yang cukup dalam
mengimplementasikan mediasi, serta memiliki keadilan dan integritas yang tinggi.
Selain itu, peranan pemerintah dan institusi-institusi lain dalam mendukung mediasi
melalui pranata tutur juga perlu diperhatikan, dengan cara mengembangkan hukum

dan peraturan yang mendukung mediasi ini.

Selain itu, dalam upaya mengembangkan sistem mediasi melalui pranata

tutur, perlu dilakukan beberapa langkah, yaitu:

1) Meningkatkan kualifikasi pranata tutur dengan melakukan pelatihan dan
pendidikan terpusat.

2) Meningkatkan partisipasi wanita dalam mediasi melalui pranata tutur, karena
wanita seringkali menjadi pihak yang paling terkena dampak dari sengketa
perkawinan.

3) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pranata tutur dalam melakukan
mediasi, sehingga dapat meminimalkan kecurangan dan kekeliruan.

4) Meningkatkan kerjasama antar pranata tutur dengan institusi-institusi lain,

sehingga dapat memperkuat sistem mediasi melalui pranata tutur.
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